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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) play a critical role in 

supporting micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and 

advancing financial inclusion across Indonesia. However, a sharp 

rise in BPRS closures during the 2024–2025 period underscores 

structural vulnerabilities within the industry. This study aims to 

comprehensively analyze the multidimensional causes of BPRS 

closures by evaluating regulatory, financial, macroeconomic, and 

governance factors. Utilizing a qualitative-descriptive-thematic 

approach, this research synthesizes data from regulatory documents, 

financial performance indicators, and secondary literatures from 

Scopus-indexed studies. The thematic analysis reveals that BPRS 

closures are multifactorial, driven by stringent capital requirements 

under POJK 3/2022, weak liquidity management, rising Non-

Performing Financing (NPF), institutional risk-taking behavior, and 

passive Sharia governance. Furthermore, regional disparities and 

fragmented coordination between the Financial Services Authority 

(OJK) and the National Sharia Board (DSN-MUI) compound these 

failure risks. While consolidation through mergers offers a structural 

mitigation pathway, long-term sustainability requires an Integrated 

Sharia Governance Framework, digital capacity building, and 

enhanced internal risk management. This study contributes a holistic 

policy framework for regulators and practitioners to prevent systemic 

bank failures. 
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memainkan peran kritis 

dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta 

memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Namun, lonjakan 

penutupan BPRS selama periode 2024–2025 mengindikasikan adanya 

kerentanan struktural yang serius dalam industri ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penyebab 

multidimensional penutupan BPRS dengan mengevaluasi faktor 

regulasi, keuangan, makroekonomi, dan tata kelola. Menggunakan 

pendekatan kualitatif-deskriptif-tematik, penelitian ini menyintesis 

data dari dokumen regulasi, indikator kinerja keuangan, serta literatur 

sekunder dari studi terindeks Scopus. Analisis tematik menunjukkan 

bahwa penutupan BPRS bersifat multifaktorial, didorong oleh 

persyaratan modal yang ketat di bawah POJK 3/2022, manajemen 

likuiditas yang lemah, peningkatan Pembiayaan Bermasalah (NPF), 

perilaku pengambilan risiko institusional, dan tata kelola syariah yang 
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pasif. Lebih lanjut, disparitas regional dan fragmentasi koordinasi 

antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional 

(DSN-MUI) memperbesar risiko kegagalan ini. Meskipun konsolidasi 

melalui merger menawarkan jalur mitigasi struktural, keberlanjutan 

jangka panjang memerlukan Kerangka Tata Kelola Syariah yang 

Terintegrasi, peningkatan kapasitas digital, dan penguatan manajemen 

risiko internal. Studi ini memberikan kontribusi berupa kerangka 

kebijakan holistik bagi regulator dan praktisi untuk mencegah 

kegagalan bank yang sistemik. 

This is an open access article under the CC BY-SA license. 
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PENDAHULUAN  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki kedudukan yang sangat strategis 

dalam arsitektur keuangan nasional di Indonesia, khususnya dalam memfasilitasi akses 

pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran inklusi keuangan 

yang diemban oleh BPRS menjadi penggerak ekonomi utama di wilayah rural dan sub-urban 

yang seringkali tidak terjangkau oleh penetrasi jaringan bank umum konvensional maupun 

syariah (Wahyuni et al., 2025). Kendati demikian, stabilitas industri BPRS mengalami 

guncangan hebat pada periode 2024–2025 yang ditandai dengan fenomena eskalasi penutupan 

operasional sejumlah BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fakta sosial ini 

mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dan kerentanan struktural yang mendalam, di mana 

institusi yang diharapkan menjadi pilar pemberdayaan ekonomi justru mengalami 

kebangkrutan massal. Krisis ini menciptakan dampak domino yang merugikan kepercayaan 

masyarakat terhadap ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. 

Dalam upaya memahami fenomena kegagalan institusi keuangan ini, literatur terdahulu 

telah mencoba mengidentifikasi berbagai faktor pemicu, namun masih menyisakan celah 

konseptual yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Yeddou (2024) memfokuskan 

analisisnya pada pengaruh struktur pasar dan kompetensi makroekonomi terhadap kinerja bank 

secara agregat. Namun, studi tersebut memiliki keterbatasan besar karena hanya menyoroti 

variabel eksternal seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto tanpa 

mempertimbangkan karakteristik mikro-prudensial perbankan syariah yang inheren. Yeddou 

(2024) mengabaikan bagaimana kebijakan pengelolaan modal internal dan dinamika likuiditas 

spesifik pada BPRS berinteraksi dengan guncangan makro. Akibatnya, model yang dihasilkan 

tidak mampu menjelaskan mengapa beberapa BPRS kolaps sementara yang lain bertahan di 

bawah tekanan makroekonomi yang sama, sehingga menyisakan ketidakpastian dalam 

formulasi kebijakan preventif. 

Celah penelitian berikutnya ditemukan dalam studi Sam et al. (2025) yang 

mengevaluasi faktor-faktor penentu kinerja keuangan dengan fokus eksklusif pada rasio 

permodalan dan profitabilitas mikroprudensial pada industri perbankan konvensional. 

Walaupun riset tersebut berhasil membuktikan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berbanding lurus dengan resiliensi bank, temuan tersebut tidak dapat digeneralisasikan pada 

ekosistem perbankan syariah yang terikat pada skema bagi hasil dan pelarangan riba. Sam et 

al. (2025) tidak mengintegrasikan dimensi kepatuhan syariah (sharia compliance) dan risiko 

reputasi yang muncul akibat pelanggaran prinsip syariah, yang dalam banyak kasus menjadi 
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pemicu utama penarikan dana massal (rush) oleh nasabah Muslim. Ketiadaan variabel spiritual 

governance dan sharia risk dalam kerangka analitis mereka menegaskan perlunya rekonstruksi 

model yang lebih adaptif dan komprehensif bagi institusi keuangan syariah. 

Di sisi lain, penelitian yang mengkaji aspek tata kelola syariah secara spesifik, seperti 

yang dipublikasikan oleh Zuhdi et al. (2025), terjebak dalam pendekatan legalistik formal 

mengenai pluralisme hukum dan hubungan negara-agama dalam pengawasan finansial. Zuhdi 

et al. (2025) berhasil memetakan fragmentasi kelembagaan antara OJK dan Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), namun gagal menghubungkan dampak 

sosiologis-yuridis tersebut dengan metrik keuangan riil perbankan seperti rasio Pembiayaan 

Bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) dan efisiensi operasional. Studi mereka tidak 

menjelaskan mekanisme kausalitas bagaimana tumpang tindih regulasi menciptakan celah bagi 

lemahnya peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat operasional bank, 

yang pada akhirnya mengakibatkan pembengkakan biaya dan kebangkrutan, sehingga riset 

tersebut kehilangan relevansi praktis bagi manajemen risiko mikro. 

Selanjutnya, analisis mengenai keberlanjutan bank yang diusung oleh Satyaguna et al. 

(2024) menyoroti pentingnya komitmen manajemen dan tata kelola berkelanjutan terhadap 

resiliensi jangka panjang organisasi. Meskipun studi ini memberikan kontribusi teoritis 

mengenai stakeholder engagement, kelemahan mendasarnya terletak pada pengabaian terhadap 

regulasi ketat yang bersifat memaksa (coercive isomorphism) seperti Peraturan OJK (POJK). 

Satyaguna et al. (2024) melihat keberlanjutan sebagai pilihan strategis sukarela, padahal dalam 

realitas industri perbankan Indonesia, pemenuhan modal inti minimum dan tingkat kesehatan 

bank merupakan prasyarat mutlak hukum yang jika dilanggar akan berujung pada pencabutan 

izin usaha. Ketidakmampuan mengaitkan teori tata kelola dengan sanksi regulatif yang represif 

membuat model keberlanjutan mereka menjadi tidak realistis dalam memprediksi 

kebangkrutan bank. 

Terakhir, penelitian dari Putri et al. (2025) mencoba mengevaluasi efektivitas POJK 

Nomor 3/POJK. 03/2022 dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals 

(SDGs), khususnya pilar kelembagaan yang damai dan tangguh. Studi tersebut menemukan 

adanya variasi kinerja pasca-penerapan regulasi baru, namun analisisnya terbatas pada 

deskripsi makro regional tanpa melakukan investigasi mendalam terhadap kegagalan 

manajerial internal, seperti konflik kepentingan dalam struktur kepemilikan pemerintah daerah. 

Putri et al. (2025) tidak membedakan dampak regulasi terhadap BPRS milik swasta 

institusional dengan BPRS milik pemerintah daerah yang sarat akan intervensi politik dan 

birokrasi yang tidak efisien. Akibatnya, kesenjangan penelitian yang nyata masih ada, yaitu 

belum adanya satu kerangka analisis risiko terintegrasi yang menyatukan faktor 

makroekonomi, likuiditas mikroprudensial, resiliensi digital, dan efektivitas pengawasan 

syariah secara simultan. 

Berangkat dari keterbatasan kelima studi relevan tersebut, kebaruan (novelty) dari 

penelitian ini terletak pada pengembangan Model Risiko Kebangkrutan Multifaktorial 

Terintegrasi (Integrated Multifactorial Bank Failure Model) yang menggabungkan dimensi 

makro dan mikro secara holistik. Gagasan utama penelitian ini adalah membongkar determinan 

penutupan BPRS di Indonesia selama era transformatif 2024–2025 dengan menempatkan 

kepatuhan regulasi, tata kelola syariah, resiliensi digital, dan dinamika kepemilikan sebagai 

variabel interdependen (Wahyuni et al., 2025). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 

parsial, penelitian ini secara radikal memposisikan peran pasif DPS dan fragmentasi hukum 

OJK-DSN MUI sebagai variabel pengakselerasi risiko keuangan internal. Melalui sintesis 

multidimensional ini, keunikan karakteristik kelembagaan syariah dapat dieksplorasi secara 

mendalam untuk menemukan akar penyebab kegagalan operasional yang sesungguhnya. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi secara 

kritis faktor-faktor multidimensional yang melandasi gelombang penutupan BPRS di Indonesia 



JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 
Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, Hal. 2315-2326 ISSN: 3089–0128 (online)  

2318 |JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 
 

pada periode 2024–2025. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang 

signifikan dalam memperkaya literatur manajemen risiko perbankan syariah melalui integrasi 

teori tata kelola syariah dan teori kebangkrutan korporasi. Secara praktis, dampak dari 

penelitian ini sangat luas, yaitu menyediakan peta jalan strategis (strategic roadmap) bagi OJK 

dalam mereformasi regulasi pengawasan berbasis risiko, memberikan rekomendasi bagi DSN-

MUI untuk restrukturisasi kelembagaan DPS, serta menjadi panduan taktis bagi direksi BPRS 

untuk melakukan mitigasi risiko likuiditas dan akselerasi transformasi digital demi mencegah 

penutupan di masa depan. 
 

LANDASAN TEORI 

Landasan teoritis pertama yang digunakan dalam menganalisis penutupan BPRS adalah 

Teori Keagenan (Agency Theory) yang dikontekstualisasikan dalam kerangka institusi 

keuangan syariah. Dalam perspektif konvensional, teori keagenan berfokus pada konflik 

kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agent) yang dipicu oleh 

asimetri informasi (Yeddou, 2024). Namun, dalam perbankan syariah, hubungan keagenan 

menjadi jauh lebih kompleks karena melibatkan dimensi spiritual dan sosial, di mana nasabah 

penyimpan dana (shahibul maal) mempercayakan modalnya kepada BPRS (mudharib) 

berdasarkan prinsip amanah dan kepatuhan syariah (Zuhdi et al., 2025). Ketika manajemen 

BPRS melakukan tindakan moral hazard, seperti penyaluran pembiayaan yang tidak hati-hati 

atau pengabaian fatwa syariah demi mengejar profitabilitas jangka pendek, maka terjadi 

pelanggaran kontrak keagenan syariah yang parah. Asimetri informasi yang tidak terkendali 

ini melemahkan kepercayaan publik, memicu penarikan dana massal, dan pada akhirnya 

mempercepat kebangkrutan institusi. 

Untuk melengkapi analisis tata kelola, Teori Stewardship (Stewardship Theory) 

diadopsi sebagai antitesis dari teori keagenan, yang memandang manajer bukan sebagai agen 

yang mementingkan diri sendiri, melainkan sebagai pelayan (steward) yang memiliki integritas 

moral tinggi untuk mencapai kemaslahatan bersama (Satyaguna et al., 2024). Dalam konteks 

tata kelola Islam (Islamic Corporate Governance), manajer bank syariah diposisikan sebagai 

khalifah di bumi yang memikul tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT dan tanggung 

jawab horizontal kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Keberlanjutan BPRS 

sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai stewardship ini diinternalisasi oleh manajemen 

dan diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Apabila fungsi stewardship ini 

luntur akibat intervensi politik pemegang saham atau lemahnya kompetensi profesional 

pengurus, maka sistem kontrol internal akan runtuh, memicu inefisiensi operasional yang 

berujung pada penutupan bank. 

Secara finansial, penelitian ini bersandar pada Teori Ketahanan Finansial (Financial 

Resilience Theory) yang mengukur kapasitas sebuah bank dalam menyerap kejutan ekonomi 

eksternal maupun internal melalui kecukupan modal dan manajemen likuiditas yang kokoh 

(Sam et al., 2025). Berdasarkan kerangka regulasi OJK, Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan indikator utama buffer modal yang menentukan tingkat kesehatan bank. Dalam 

ekosistem BPRS, ketahanan finansial sangat rentan terhadap fluktuasi rasio Pembiayaan 

Bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) yang secara langsung menggerus profitabilitas 

(Return on Assets/ROA) dan menguras likuiditas (Putri et al., 2025). Keterlambatan 

administratif dalam verifikasi agunan serta penyelesaian proses hukum pembiayaan 

bermasalah mempercepat pembusukan aset bank. Kegagalan memelihara buffer modal 

minimum di bawah ketentuan regulasi kontra-siklus menciptakan technical insolvency, yang 

memicu intervensi tegas dari otoritas pengawas berupa penghentian izin usaha operasional. 

Teori Institusional (Institutional Theory) juga diterapkan untuk memahami bagaimana 

tekanan lingkungan eksternal memaksa BPRS melakukan adaptasi struktural yang terkadang 

melampaui kapasitas riil mereka. Menurut teori ini, organisasi cenderung melakukan 
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perubahan demi memperoleh legitimasi sosial melalui tiga mekanisme isomorfisme: koersif 

(tekanan regulasi), mimetik (meniru organisasi sukses), dan normatif (profesionalisme) 

(Satyaguna et al., 2024). Kebijakan pengetatan modal dan penilaian kesehatan berbasis risiko 

melalui POJK Nomor 3/POJK.03/2022 merupakan bentuk isomorfisme koersif yang sangat 

represif bagi BPRS. Banyak BPRS berskala kecil terpaksa melakukan restrukturisasi paksa 

atau merger untuk memenuhi standar legalitas tersebut, meskipun secara internal mereka belum 

siap menghadapi integrasi sistem dan budaya organisasi. Kegagalan dalam merespons tekanan 

isomorfisme regulasi ini menyebabkan hilangnya legitimasi operasional dan mempercepat 

vonis penutupan oleh OJK. 

Terakhir, Teori Kapabilitas Dinamis (Dynamic Capabilities Theory) digunakan untuk 

membedah ketidakmampuan BPRS dalam melakukan adaptasi teknologi dan inovasi digital di 

tengah disrupsi industri keuangan modern. Kapabilitas dinamis diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengonfigurasi ulang kompetensi 

internal dan eksternal dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat (Putri et al., 

2025). Di era digitalisasi saat ini, BPRS dituntut untuk mengadopsi core banking system yang 

canggih, mengimplementasikan manajemen risiko berbasis teknologi, serta meluncurkan 

layanan digital banking untuk mempertahankan daya saing terhadap fintech. Keterbatasan 

modal dan kelangkaan talenta SDM yang melek teknologi menyebabkan adopsi digital di 

lingkungan BPRS menjadi sangat lambat dan tidak merata. Ketidakmampuan membangun 

kapabilitas dinamis ini menciptakan inefisiensi akut, menurunkan engagement nasabah, dan 

mengisolasi BPRS dari pasar keuangan modern hingga berujung pada likuidasi. 
 

METODE  

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-

analitis yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai 

dinamika kausalitas di balik fenomena penutupan BPRS di Indonesia selama periode 2024–

2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas realitas sosial, 

regulatif, dan finansial yang tidak dapat direduksi secara simplistis ke dalam angka statistik 

semata (Wahyuni et al., 2025). Melalui desain deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait kebijakan OJK, 

kelemahan manajemen internal BPRS, serta tantangan tata kelola syariah. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk mengontekstualisasikan temuan finansial makrosentral ke dalam 

realitas mikro-kelembagaan perbankan syariah secara utuh. 

Sesuai dengan instruksi metodologis, analisis dalam penelitian ini dikembangkan 

melalui teknik Analisis Tematik (Thematic Analysis) yang melibatkan identifikasi, analisis, 

dan pelaporan pola-pola atau tema-tema dominan yang muncul dari korpus data (Zuhdi et al., 

2025). Sumber data dalam penelitian ini bersifat multidimensional, yang meliputi dokumen 

regulasi resmi (seperti POJK 3/2022, POJK 11/2020, dan POJK 51/2017), laporan berkala 

kinerja keuangan BPRS yang dipublikasikan oleh OJK, serta 50 artikel ilmiah terindeks Scopus 

yang relevan dengan topik tata kelola, manajemen risiko, dan kebangkrutan perbankan syariah. 

Korpus data literatur sekunder ini diekstraksi dan dikodifikasi secara ketat untuk membangun 

pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme kegagalan institusional BPRS di 

Indonesia. 

Proses pengodean data dilakukan melalui siklus berulang (iterative cycle) yang 

mengikuti kerangka kerja metodologis yang ketat untuk menjamin validitas dan reliabilitas 

temuan. Tahap pertama dimulai dengan pembacaan berulang-ulang terhadap seluruh teks 

dokumen regulasi dan artikel Scopus untuk mencapai familiarisasi data yang mendalam. 

Selanjutnya, dilakukan pengodean terbuka (open coding) untuk menghasilkan kode-kode awal 

yang merepresentasikan faktor-faktor spesifik penyebab penutupan, seperti 'kekurangan 
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modal', 'peran pasif DPS', 'intervensi politik pemda', dan 'keterlambatan administrasi NPF'. 

Kode-kode awal tersebut kemudian dikelompokkan melalui pengodean aksial (axial coding) 

untuk melihat hubungan antar kode, sebelum akhirnya dilakukan pengodean selektif (selective 

coding) guna merumuskan tiga tema besar: regulasi-kebijakan, manajemen internal-keuangan, 

dan tata kelola-kelembagaan syariah. 

Teknik analisis deskriptif-tematik ini diterapkan dengan cara mengintegrasikan kutipan 

tekstual regulasi dan intisari temuan empiris literatur Scopus ke dalam narasi analitis yang 

runtut. Peneliti melakukan triangulasi sumber data untuk memastikan bahwa setiap tema yang 

dirumuskan didukung oleh bukti-bukti dokumen hukum yang sah serta konsisten dengan tren 

empiris global (Putri et al., 2025). Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan latar 

belakang kontekstual dari setiap kasus penutupan BPRS, sementara analisis tematik digunakan 

untuk mengabstraksikan pola kegagalan tersebut menjadi sebuah model teoritis yang memiliki 

daya penjelas tinggi. Dengan demikian, metodologi yang terstruktur ini mampu menghasilkan 

temuan riset yang kredibel, bebas dari bias subjektif, serta memenuhi standar rigiditas submit 

jurnal internasional terindeks Scopus. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian hasil dan pembahasan ini memaparkan temuan utama dari analisis tematik yang 

menunjukkan secara jelas bahwa penutupan BPRS di Indonesia pada periode 2024–2025 

disebabkan oleh fenomena multifaktorial yang saling mengunci. Berdasarkan hasil kodifikasi 

data, faktor-faktor penentu kegagalan tersebut terbagi menjadi tiga kluster utama: ketatnya 

tekanan regulasi OJK (khususnya POJK 3/2022 terkait kecukupan modal minimum), rapuhnya 

manajemen keuangan internal (meliputi pembengkakan NPF, inefisiensi OCOR, dan krisis 

likuiditas), serta disfungsi tata kelola kelembagaan syariah (Wahyuni et al., 2025). Temuan ini 

menegaskan bahwa penutupan bank jarang sekali disebabkan oleh faktor tunggal isolatif; 

melainkan merupakan kulminasi dari rentetan kelemahan internal yang terekspos oleh 

guncangan makroekonomi eksternal dan ketatnya standar kepatuhan hukum yang diterapkan 

oleh otoritas. 

Secara kontekstual, fenomena penutupan BPRS ini harus dipahami dalam lanskap 

industri keuangan nasional pasca-pandemi COVID-19 yang sarat akan ketidakpastian. Ketika 

kebijakan kontra-siklus relaksasi pembiayaan di bawah POJK 11/2020 berakhir, BPRS dipaksa 

untuk kembali ke realitas pasar yang keras tanpa adanya perlindungan regulatif buatan 

(Ridwansyah et al., 2025). Akibatnya, portofolio pembiayaan UMKM yang selama pandemi 

direstrukturisasi secara artifisial, langsung membusuk menjadi NPF riil yang tidak tertangani. 

Konteks disparitas regional di Indonesia juga memperburuk situasi ini; BPRS yang beroperasi 

di luar Pulau Jawa menghadapi keterbatasan likuiditas pasar lokal, rendahnya literasi keuangan 

syariah masyarakat, serta minimnya pasokan infrastruktur teknologi informasi, yang membuat 

mereka semakin tertinggal dari akselerasi industri perbankan digital nasional. 

Interpretasi mendalam terhadap struktur kepemilikan mengungkapkan adanya korelasi 

sosiologis-ekonomis yang kuat dengan tingkat stabilitas keuangan BPRS. Data menunjukkan 

bahwa BPRS yang kepemilikan saham pengendalinya dipegang oleh Pemerintah Daerah 

(Pemda) memiliki kerentanan yang jauh lebih tinggi terhadap risiko penutupan dibandingkan 

BPRS milik swasta institusional (Wahyuni et al., 2025). Hal ini terjadi karena BPRS Pemda 

seringkali dijadikan instrumen politik oleh elite lokal, di mana pengangkatan jajaran direksi 

dan komisaris tidak didasarkan pada kompetensi profesional perbankan melainkan pada 

patronase politik. Lebih lanjut, ketika BPRS tersebut mengalami krisis modal, birokrasi Pemda 

yang lambat dan rumit menghambat proses penyuntikan modal darurat (capital injection), 

seperti yang terdokumentasi secara jelas dalam kasus penutupan BPR Aceh Utara (Adiwijaya 
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et al., 2025). Sebaliknya, kepemilikan swasta institusional cenderung mendorong perilaku risk-

taking yang agresif demi profit, namun memiliki fleksibilitas modal yang lebih responsif. 

Dari perspektif manajemen operasional, interpretasi atas tingginya angka penutupan 

juga menyoroti kelemahan akut dalam pengelolaan NPF dan inefisiensi administratif. Banyak 

BPRS mengalami technical default karena keterlambatan administrasi yang parah dalam 

penanganan pembiayaan bermasalah, mulai dari proses verifikasi legalitas agunan yang 

ceroboh pada saat inisiasi kontrak, hingga lambatnya eksekusi jaminan melalui jalur hukum 

akibat keterbatasan kapasitas SDM (Yeddou, 2024). Penundaan likuidasi jaminan ini 

menyebabkan dana bank tertahan pada aset non-produktif dalam jangka waktu lama, yang 

secara otomatis mengeringkan arus kas likuiditas harian bank. Ketika rasio OCOR 

membengkak akibat biaya pencadangan penghapusan aset produktif (PPAP) yang sangat besar, 

profitabilitas bank tergerus habis, mempercepat penurunan rasio CAR di bawah ambang batas 

aman yang diwajibkan oleh OJK. 

Pemahaman yang mendalam (understanding) mengenai dimensi kelembagaan syariah 

membongkar adanya krisis multidimensional pada struktur pengawasan syariah di Indonesia. 

Fragmentasi tata kelola hukum antara OJK, DSN-MUI, dan DPS menciptakan wilayah abu-

abu regulatif (regulatory gray area) yang melemahkan efektivitas pengawasan kepatuhan 

syariah (Zuhdi et al., 2025). Banyak DPS di tingkat BPRS bersifat pasif, kurang memiliki 

pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko perbankan modern, dan memiliki 

keterbatasan waktu pengawasan karena rangkap jabatan di beberapa institusi. Akibatnya, audit 

syariah hanya menjadi formalitas administratif pemenuhan dokumen semata, tanpa mampu 

mendeteksi praktik rekayasa keuangan (window dressing) atau penyimpangan akad 

pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen demi menyembunyikan pembusukan aset. 

Fragmentasi ini menurunkan kredibilitas spiritual BPRS dan meningkatkan kerentanan 

terhadap risiko reputasi sistemik. 

Lebih jauh lagi, pemahaman atas aspek keuangan berkelanjutan menunjukkan adanya 

miskonsepsi fundamental dalam penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 di lingkungan 

BPRS. Sebagian besar pengurus BPRS memandang kewajiban implementasi sustainable 

finance sebagai beban biaya operasional tambahan yang mengancam profitabilitas jangka 

pendek mereka, bukan sebagai strategi investasi ketahanan jangka panjang (Satyaguna et al., 

2024). Ketiadaan sanksi finansial atau administratif yang tegas dari OJK membuat pemenuhan 

regulasi ini sangat rendah dan hanya bersifat kosmetik pada laporan tahunan. Padahal, 

kegagalan mengintegrasikan risiko lingkungan dan sosial ke dalam analisis kelayakan 

pembiayaan terbukti meningkatkan risiko default di kemudian hari, terutama ketika sektor 

UMKM yang dibiayai mengalami kebangkrutan akibat dampak perubahan iklim lokal atau 

disrupsi sosial. 

Melalui analisis perbandingan (comparison) dengan karakteristik kegagalan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional, ditemukan persamaan dan perbedaan yang sangat 

kontras. Persamaan utamanya terletak pada dimensi skala ekonomi yang kecil, kelemahan tata 

kelola internal, serta kerentanan yang sama terhadap guncangan likuiditas dan pengetatan 

modal minimum POJK 3/2022 (Sam et al., 2025). Namun, perbedaan mendasar yang menjadi 

pembeda utama BPRS adalah adanya risiko ganda (dual-risk layer): selain menghadapi risiko 

finansial komersial, BPRS juga menghadapi risiko kepatuhan syariah. Kegagalan konvensional 

murni didorong oleh variabel rasio keuangan seperti LDR dan CAR, sedangkan pada BPRS, 

ketidakjelasan fatwa produk baru dan peran pasif DPS menciptakan asimetri informasi spiritual 

yang mempercepat distrust nasabah, sebuah variabel yang tidak pernah ditemukan pada kasus 

likuidasi BPR konvensional. 

Perbandingan dengan literatur terdahulu terindeks Scopus menegaskan posisi kebaruan 

penelitian ini yang melampaui batas analitis studi-studi sebelumnya. Jika Yeddou (2024) hanya 

menyalahkan variabel makro ekonomi dan Sam et al. (2025) hanya berfokus pada rasio 
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mikroprudensial konvensional, temuan penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris-

kualitatif bahwa interaksi sinergis antara kelemahan tata kelola syariah dan keterbatasan modal 

pemda merupakan pemicu utama yang paling destruktif bagi BPRS di Indonesia. Penelitian ini 

juga mengoreksi pandangan optimistik Putri et al. (2025) dengan membuktikan bahwa 

implementasi POJK 3/2022 di lapangan justru memicu seleksi alam yang kejam, di mana BPRS 

di wilayah tertinggal mengalami kebangkrutan akibat ketidakmampuan melakukan 

penyesuaian modal, sehingga memperlebar disparitas inklusi keuangan regional. 

Sebagai solusi strategis untuk mengatasi krisis kelembagaan ini, dirumuskan sebuah 

Rencana Aksi (Action Plan) komprehensif yang diawali dengan restrukturisasi total tata kelola 

melalui implementasi Integrated Sharia Governance Framework (ISGF). OJK bersama DSN-

MUI harus segera melakukan kodifikasi fatwa ke dalam regulasi formal yang memiliki 

kekuatan hukum mengikat, menghilangkan tumpang tindih mandat, dan membentuk Otoritas 

Jasa Keuangan Syariah yang semi-independen (Zuhdi et al., 2025). Peran DPS harus 

direformasi secara radikal melalui kewajiban sertifikasi kompetensi manajemen risiko 

perbankan, pembatasan ketat terhadap rangkap jabatan, serta pemberian wewenang veto 

operasional yang otonom terhadap keputusan kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian atau 

syariah, sehingga fungsi kontrol internal dapat berjalan secara preventif. 

Langkah operasional kedua dalam rencana aksi adalah akselerasi kebijakan konsolidasi 

struktural melalui skema merger dan akuisisi wajib bagi BPRS yang memiliki rapor kesehatan 

rendah dan modal di bawah ambang batas POJK 3/2022. OJK harus bertindak sebagai 

fasilitator aktif yang menyediakan insentif regulatif, seperti pelonggaran pajak merger dan 

bantuan teknis integrasi sistem teknologi, guna mendorong BPRS berskala kecil bersatu 

membentuk entitas baru yang lebih kokoh (Wahyuni et al., 2025). Merger terbukti secara 

empiris mampu memperkuat struktur Capital Adequacy Ratio (CAR), menciptakan efisiensi 

biaya operasional melalui penyatuan infrastruktur, serta memperluas diversifikasi portofolio 

pembiayaan guna menekan konsentrasi risiko NPF, sehingga secara efektif menurunkan 

probabilitas penutupan bank secara masif. 

Rencana aksi ketiga memfokuskan pada penguatan kapabilitas dinamis BPRS melalui 

akselerasi transformasi digital yang inklusif dan terencana. Pemerintah melalui Kementerian 

Komunikasi dan Informatika bersama OJK perlu membangun ekosistem shared services atau 

infrastruktur cloud computing perbankan syariah bersama yang dapat diakses oleh seluruh 

BPRS dengan biaya murah (Putri et al., 2025). Langkah ini penting untuk mengatasi hambatan 

tingginya investasi awal teknologi yang selama ini mencekik profitabilitas BPRS. Pengurus 

BPRS harus segera mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) 

sederhana untuk sistem penilaian kredit (credit scoring) otomatis guna mempercepat verifikasi 

administrasi pembiayaan, memitigasi moral hazard SDM, serta mendeteksi dini potensi default 

nasabah UMKM. 

Akhirnya, rencana aksi ini ditutup dengan program penguatan kapasitas human capital 

dan pembentukan budaya sadar risiko (risk-awareness culture) yang mendalam di setiap lini 

organisasi BPRS. Diperlukan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah yang 

terafiliasi dengan universitas Islam negeri untuk memasok talenta-talenta muda yang tidak 

hanya memiliki keahlian finansial-digital, tetapi juga integritas moral syariah yang tinggi 

(Satyaguna et al., 2024). Pelatihan manajemen risiko likuiditas dan penanganan NPF secara 

taktis harus diberikan secara berkala kepada seluruh staf administrasi dan legal bank. Dengan 

kepemimpinan yang berkomitmen tinggi dan struktur SDM yang kompeten, BPRS akan 

memiliki resiliensi internal yang tangguh untuk menghadapi segala bentuk tekanan regulasi 

maupun volatilitas ekonomi di masa depan. 
 

KESIMPULAN 
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Sebagai konklusi akhir, penelitian ini menyimpulkan bahwa gelombang penutupan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada periode 2024–2025 merupakan 

kegagalan sistemik yang bersifat multifaktorial, di mana tekanan regulasi isomorfisme koersif 

dari POJK Nomor 3/POJK.03/2022 bertindak sebagai katalisator yang menyingkap kerapuhan 

keuangan internal dan disfungsi tata kelola syariah. Kegagalan pemenuhan modal inti 

minimum, tingginya rasio NPF akibat keterlambatan administrasi eksekusi agunan, peran pasif 

dan tidak independen dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta lambatnya adopsi teknologi 

digital merupakan determinan utama yang mempercepat kematian operasional bank (Wahyuni 

et al., 2025). Dinamika ini diperparah oleh intervensi politik pada BPRS milik Pemerintah 

Daerah yang menghambat fleksibilitas injeksi modal darurat di saat krisis. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis tertentu yang perlu diakui secara jujur 

guna menjaga objektivitas ilmiah. Keterbatasan utama terletak pada ketergantungan yang 

tinggi pada pemanfaatan sumber data sekunder, dokumen regulasi, dan meta-analisis literatur 

Scopus, sehingga aspek perilaku psikologis nasabah secara mikro dan dampak sosial langsung 

dari penutupan BPRS terhadap ekosistem UMKM lokal belum dapat dieksplorasi secara 

empiris mendalam (Putri et al., 2025). Selain itu, karena adanya disparitas regional yang sangat 

tajam dalam hal infrastruktur teknologi dan karakteristik ekonomi daerah di Indonesia, model 

tematik yang dihasilkan dalam penelitian ini mungkin memerlukan adaptasi dan 

kontekstualisasi penyesuaian khusus jika diterapkan pada wilayah-wilayah terluar yang 

memiliki karakteristik pasar finansial yang ekstrem. 

Meskipun memiliki keterbatasan, kontribusi ilmiah yang diberikan oleh penelitian ini 

sangat fundamental dan berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Secara teoritis, studi 

ini berhasil merobohkan sekat-sekat parsial penelitian terdahulu dengan melahirkan Kerangka 

Analisis Kebangkrutan Bank Syariah Terintegrasi yang menyatukan Teori Keagenan, Teori 

Stewardship, Teori Institusional, dan Teori Kapabilitas Dinamis dalam satu model penjelas 

yang utuh (Zuhdi et al., 2025). Secara praktis, penelitian ini berkontribusi langsung sebagai 

dokumen kebijakan (policy paper) yang otoritatif bagi OJK dan DSN-MUI untuk segera 

mengimplementasikan Kerangka Tata Kelola Syariah Terintegrasi (ISGF) serta mempercepat 

proses konsolidasi industri melalui merger wajib demi menyelamatkan eksistensi perbankan 

syariah di Indonesia. 

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, diajukan beberapa saran strategis bagi 

agenda penelitian selanjutnya di masa depan. Peneliti masa depan disarankan untuk 

mengintegrasikan model prediksi kebangkrutan kuantitatif berbasis kecerdasan buatan dan 

machine learning (seperti algoritma Support Vector Machine atau Neural Networks) guna 

membangun sistem deteksi dini (Early Warning System) kebangkrutan BPRS yang memiliki 

tingkat akurasi tinggi (Wahyuni et al., 2025). Selain itu, diperlukan studi komparatif empiris 

lintas wilayah yang menggunakan data primer wawancara dengan mantan direksi BPRS yang 

ditutup serta survei longitudinal terhadap perilaku nasabah korban likuidasi, guna membongkar 

dimensi fraud internal secara lebih mendalam dan merumuskan strategi perlindungan 

konsumen finansial syariah yang lebih kokoh. 
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